
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR yy TAHUN 2023

TENTANG

TRAYEK ANGKUTAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan
kendaraan angkutan penumpang umum sejalan dengan
kebutuhan warga masyarakat akan tersedianya alat
angkutan dan kualitas pelayanan angkutan maka
ketentuan trayek dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara Nomor 19 Tahun 1998 perlu
ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan
keadaan saat ini dan masa yang akan datang;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut
diatas, perlu Peraturan Bupati tentang Trayek Angkutan
Bus Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6760);



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317), Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6642);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutran Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor
18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor
1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK ANGKUTAN BUS
SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.

2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

3.Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa
angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan
tetap, baik luar jadwal maupun tidak berjadwal.

4. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruas lalu lintas jalan.

5. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang sifatnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.



BAB II
JARINGAN TRAYEK DAN BIAYA OPERASIONAL BUS

Pasal 2

Jaringan Trayek

Jaringan Trayek Angkutan Bus Sekolah, meliputi :

a. Kotabumi-Negara Ratu;
b. Kotabumi-Blambangan Pagar; dan
c. Kotabumi-Bukit Kemuning.

Pasal 3

Trayek angkutan bus sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara dan
jenis kendaraan yang melayani masing-masing trayek sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Biaya Operasional Bus

Pengoperasian Bus Sekolah ini tanpa dipungut biaya khusus untuk anak
sekolah, adapun biaya pengoperasian Bus sekolah tersebut dibebankan pada
Pendapatan Belanja Derah Kabupaten Lampung Utara:
(1) Biaya Operasional Bus dibebankan pada Anggaran

(2) Khusus untuk anak sekolah tidak dikenakan tarif

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka keputusan Bupati ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal ƒ JUö/

* 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


